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PUTUSAN
Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Prgi

el e N ) sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidanganmajelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkaraCerai Gugat antara;

Hardianti binti H. Dalle, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun IVDesa Toribulu,
Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi

Tengah, sebagai “Penggugat”;

melawan
Harbudi bin Hannabe, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Sopir, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Toribulu, Kecamatan
Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,

sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17

Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor
319/Pdt.G/2018/PA.Prgitanggal 17 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai
berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng,Kabupaten Bone,Provinsi
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Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor: 211/17/VIII2010 tertanggal 17 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
kediaman milik orang tua Penggugat sampai dengan berpisabh;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
kerukunan lagi karena Tergugat seorang yang suka meminum minuman
keras hingga mabuk;

5. Bahwa kebiasaan Tergugat meminuman keras tersebut dimulai sejak tahun
2008 yang lalu sampai sekarang dan kebiasaan mabuk Tergugat itu sudah
sampai ke tingkat kecanduan yang sukar untuk bisa disembuhkan;

6. Bahwa setiap kali mabuk, Tergugat sering marah-marah tanpa arah tujuan
yang jelas yang disertai pula dengan tindakan yang merusak seperti
memecahkan perabot rumah tangga dan tidak jarang pula mengancam
keselamatan diri Penggugat;

7. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, uang untuk biaya hidup tidak
pernah lagi mencukupi bahkan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi
mengurus keperluan rumah tangga serta tidak pernah memperhatikan
kepentingan isterinya,;

8. Bahwa sejak sekitar , Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10.Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
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permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat
seorang pemabuk yang sudah sampai ke tahap yang sukar untuk
disembuhkan;

11.Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (HARBUDI BIN HANNABE)
kepada Penggugat (HARDIANTI BINTI H.DALLE)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatdatang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 5 yakni
mulai minum-minuman keras bukan sejak tahun 2008 namun yang benar
adalah sejak tahun 2012 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan

alat-alatbukti berupa ;
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A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 211/17/VIIl2010 tanggal
17 September 2010yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi
Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah
dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi
tanda(P);

B. Saksi:

1. Wahab bin H. Dalle, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi
Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kakak kandung Penggugat,
dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang
tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaiketurunan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun
saat ini sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab rumah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena
Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk,kebiasaan itu sudah
sampai tingkat kecanduan dan sukar disembuhkan;

- Bahwa Tergugat juga sering mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun
yang lalu, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Pengugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Ratna binti Halim, umur 27tahun, agama Islam, pekerjaan

URT,bertempat tinggal di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu,
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Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kakak
lpar Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan
sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun
saat ini sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab rumah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena
Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk,kebiasaan itu sudah
sampai tingkat kecanduan dan sukar disembuhkan;

- Bahwa Tergugat juga sering mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun
yang lalu, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Pengugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnyauraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidangini merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut
hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
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perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa

dan mengadilinya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya
ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten
Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk
memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai
kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan
patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1
tahun 1974 tentang perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg
terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat

(secara verstek);

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan
penasihatan/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga
dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal
143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan,
maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum
dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara

mediator tidak dapat dilaksanakan ;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada
Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum
tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka
pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum
Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada
Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap
Penggugat dengan mengajukan dalil-dalii yang pada pokoknya adalah
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
karenaTergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabukdan
kebiasaan tersebut sudah sampai ke tingkat yang sukar untuk disembuhkan,
dan akibat perilaku Tergugat tersebut, Tergugat sering mengancam Penggugat.
Puncak pertengkaran terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, yang mengakibatkan
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat yang
meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak sanggup hidup
bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh
Penggugat dapat disimpulkan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis.Pasal 19 huruf (a)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, di mana salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,dan
oleh karena proses beracara untuk menyelesaikan perkara akibat salah satu
pihak dari suami istri menjadi pemabuk yang sukar untuk disembuhkan ini tidak
ada ketentuan khusus yang mengaturnya, maka proses pemeriksaan perkara
ini mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan
peradilan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan
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patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa
Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun
oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya
pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan
gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak
terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila
perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-
benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis
Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:
(2018)  4slenls  (2178)  asasialsy) U s SagllIYSalion
(sYlaaiar @ jrine LaaSIaIYE
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no.
hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini sahih”).
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan
sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani
pembuktian;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan
angka 13 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2

(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian alat bukii
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan
Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua)
orang yang mana saksi-saksi tersebuttelah dipanggil secara terpisah di muka
persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para
saksi jugasudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174

R.Bg, tidak keberatan menjadi saksi serta memberikan keterangan dibawah
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sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah
memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka
persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
diajukan oleh Penggugat mengenai adanya kebiasaan Tergugat minum-
minuman keras hingga mabuk sejak tahun 2012 dan kebiasaan tersebut sudah
sampai ke tahap kecanduan yang sulit untuk disembuhkan karena hampir tiap
hari Tergugat minum-minuman keras hingga mabukdan ketika mabuk Tergugat
sering mengancam Penggugat. Dengan kebiasaan Tergugat yang sering
minum-minuman keras hingga mabuk tersebut, Tergugat tidak bisa menafkahi
keluarga sehingga kewajiban dalam rumah tangga diabaikan dan sejak 2 tahun
yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sejak itu pula
tidak ada lagi komunikasi di antara mereka serta pihak keluarga sudah
berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah
fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenunhi
syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan
kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan
pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi
keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti
yang sah sesuai dengan ketentuan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-
saksi Penggugatdi persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat,
maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 05 Agustus 2010dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan:
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2. Bahwa Penggugat dan Tergugatsudahhidup bersama layaknya suami istri
dan namun belumdikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras
hingga mabuk sejak tahun 2012 hingga sekarang dan kebiasaan tersebut
sudah sampai ke tahap kecanduan yang sulit untuk disembuhkan karena
hampir tiap hari Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;

4. Bahwa dengan kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat sering mengancam
Penggugat;

5. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ,
Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sahnamun belum
dikaruniai keturunan;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattidak harmonis disebabkan
kebiasaan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk yang sudah
sampai pada tahap kecanduan dan sukar untuk disembuhkan yang akibat
kebiasaannya tersebut Tergugat melalaikan kewajibannya untuk menafkabhi
keluarga;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih
02 tahun;

4. Bahwa sudah diuapayakan penasehatan namun Penggugat tetap ingin
bercerai;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang
suami istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan
yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal
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19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (a)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami
istri; kedua, salah satu pihak menjadi antara lain Pemabuk; ketiga, sifat mabuk
tersebut haruslah sampai ke satu tahap kecanduan yang sukar untuk
disembuhkan; keempat, perbuatannya tersebut membahayakan atau
merugikan pihak lain; kelima, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu
unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-
fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah menikah pada tanggal27 Agustus 2013 yang telah dikaruniai 1
(satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan
Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-
minuman keras hingga mabuk sejak awal pernikahan sampai sekarang,
menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak
menjadi pemabuk;

Menimbang, bahwa adanya fakta kebiasaan Tergugat minum-minuman
keras hingga mabuk sudah sampai ke tahap yang sulit untuk disembuhkan
karena Tergugat hamper setiap hari mabuk, menunjukkan bahwa unsur ketiga
telah terpenuhi di mana sifat minum-minuman keras hingga mabuk tersebut

telah sampai ke satu tahap kecanduan yang sukar untuk disembuhkan;
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Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat sering mengancam
Penggugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana
perbuatan mabuk tersebut membahayakan atau merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan
telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat
untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak
berhasil dan setelah mereka berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi
yang baik di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi
di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi
dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat
memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk yang pada tahap
kecanduan yang sukar untuk disembuhkan dan kewajiban menafkahi keluarga
sudah diabaikan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi
harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah
tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling
mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu
satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai
dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis.Pasal 19 huruf (a) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (&) Kompilasi Hukum
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Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada
Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat
beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap
Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,
maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud
pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada
Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi
boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa
iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat
merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak
kepada penggugat dengan talak satu ba’in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Figih yang terdapat pada Kitab
Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim
yang berbunyi

ospan iy Ao aSanys Al andd o 5 5ai ) ()l s 0 ) as paay Adde WSaY
Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada
Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau
taazzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan

diputus tanpa kehadirannya “
Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa
alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;
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B4

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon
kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan kedua dengan Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HARBUDI BIN
HANNABE) kepada Penggugat (HARDIANTI BINTI H.DALLE);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp.601.000,00 ( enam ratus satu ribu rupiah).

Demikiandiputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018  Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Jafar M.
Naser, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H.,, dan Ummu
Rahmah, S.H., M.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama
dan dibantu oleh Tadarin, S.H., sebagai Paniteradengandihadiri Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd

Jafar M. Naser, S.HI..
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Hakim Anggota |, Hakim Anggota I,
Ttd Ttd
Mazidah, S.Ag., M.H. Ummu Rahmah, S.H., M.H.,
Panitera
Ttd

Tadarin, S.H.
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 510.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp.  6.000,-
Jumlah Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.
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